
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1616, 2019  KEMHAN. Pelaksanaan Pemindahtanganan. BMN. 

Tanah. Bangunan. Tata Cara. Pencabutan. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 29 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA  

BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN  

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk mewujudkan tertib hukum, administrasi 

dan fisik pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk 

pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan di 

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia serta untuk mendukung 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di 

bidang pertahanan, perlu dibuat aturan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan;  

 b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 

2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian 

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang 

mengatur mengenai pemindahtanganan berupa tanah 

dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga 

perlu diganti; 
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c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 46 Tahun 

2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar 

Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan 

di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga 

perlu diganti;  

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan 

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 

tentang Tata cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1018); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK 

NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA 

NASIONAL INDONESIA.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1.  Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah.  

2.  Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara 

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.  

3.  Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan 

suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN 

pada saat tertentu.  

4.  Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.  

5.  Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada 

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 

uang.  

6.  Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN 

yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat 

dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama 

dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai 

seimbang. 

7.  Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau 

kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.  

8.  Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan 

kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan 

yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 

negara atau daerah pada badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya 

yang dimiliki negara.  

9. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
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modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertahanan.  

11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut 

Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 

12. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan 

TNI Angkatan Udara. 

13. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat yang 

berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan 

dan TNI. 

14. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB 

adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang 

ditunjuk oleh Menteri untuk menggunakan BMN yang 

berada dalam penguasaannya masing-masing, di 

lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal 

Kemhan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima 

TNI. 

15. Pembantu Pengguna Barang-Eselon I yang selanjutnya 

disingkat PPB-E1 adalah pejabat di lingkungan TNI yang 

ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN 

yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di 

tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan. 

16. Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya 

disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan 

dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-E1 untuk 

menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya 

masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh 

Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal dan di 

lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan 

Komando Utama.  

17. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Pengguna 

Barang secara fungsional Direktur Jenderal Kekuatan 

Pertahanan Kemhan, terdiri dari unsur Direktorat 

www.peraturan.go.id



2019, No. 1616 
-5- 

Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, unsur Badan 

Sarana Pertahanan Kemhan, unsur Biro Hukum 

Sekretariat Jenderal Kemhan, unsur KPB dan PPB-E1.  

18. Tim Interkem adalah tim yang dibentuk oleh Pengguna 

Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana 

Pertahanan Kemhan, terdiri dari unsur Pengelola Barang, 

unsur Pengguna Barang, unsur KPB, unsur PPB-E1 dan 

unsur instansi teknis yang berkompeten.  

19. Tim Penilik adalah tim yang dibentuk oleh Pengguna 

Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana 

Pertahanan Kemhan, terdiri dari unsur Direktorat 

Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, unsur Badan 

Sarana Pertahanan Kemhan, unsur Biro Hukum 

Sekretariat Jenderal Kemhan, unsur KPB dan PPB-E1.  

20.  Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. 

21. Nilai Wajar adalah hasil penilaian oleh pemerintah yang 

memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk 

melakukan penilaian. 

 

Pasal 2 

(1) Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN berupa tanah 

dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI 

meliputi: 

a. Penjualan; 

b. Tukar Menukar; 

c. Hibah; atau 

d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat. 

 (2) Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi 

terhadap BMN yang tidak diperlukan lagi bagi 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI. 

 

Pasal 3 

(1) Untuk Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau 

bangunan dilakukan Penilaian atas BMN yang 

direncanakan menjadi objek Pemindahtanganan, kecuali 

Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.  
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